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وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. QS. Al-Isra’Ayat 32.”
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Ahmad Ridwan Jamhuri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hak waris anak luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan Hukum Islam. Skripsi, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Zainul Hasan Genggong, Pembimbing I Drs. H. Fathullah, M.H.I. pembimbing II ABD. Hannan, M.H.I.
Kata Kunci: Hak waris anak luar nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan Hukum Islam
Anak adalah dasar adanya hubungan hukum yang meliputi hubungan nasab, hak, kewajiban, kewarisan dan wali nikah, hubungan pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya secara otomatis anak akan mendapatkan hak-haknya baik keperdataan maupun kewarisanya, hubungan keperdataan anak yang pernikahanya dianggap tidak sah, sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak hasil dari pernikahan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga hanya memperoleh warisan dari ibu dan keluarga ibunya.
	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Yang hendak dicapai dalam penelititan ini adalah mengetahui dasar dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap  kedudukan hak waris anak luar nikah ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan hukum Islam. 
	Penelitian ini termasuk penelitian komperatif. Sebab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tergolong penelitian yang bertujuan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti  berdasarkan kerangka pemikiran. Data yang di gunakan berupa data primer dan data sekunder, analisis data dimulai dari beberapa gagasan untuk menentukan persamaan dan perbedaan, dipertimbangkan secara rasional kemudian ditarik satu kesimpulan. Dengan melakukan pemnbacaan penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor: 46/PUU-VIII/2010. tidak mempunyai implikasi hukum terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana yanag di atur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan siri atau pernikahan sah secara agama Islam, yaitu mempunyai hubungan hukum baik dengan terhadap ibu dan bapak biologisnya, termasuk keluarga dari kedua ibu dan bapak biologisnya. Hubungan hukum tersebut terjadi sebagaimana hubungan hubungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang sah.
	Kesimpulanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 putusannya masih dalam batasan hukum islam tentang anak luar nikah yaitu melegalitaskan memberikan kepastian hukum kepada anak luar nikah yang sah menurut agama menjadi sah juga pada hukum perdata sehingga anak luar nikah tersebut terpenuhi hak-haknya. 
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بِسْمِ الّلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اَلسَّلاّمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كَا تْهُ

	Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Berkat Rahmat, Hidayah, dan Taufiknya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” (S.H.) pada Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong (UNZAH) Kabupaten Probolinggo.
	Penulis mengucapkan trimakasih sedalam dalamnya kepada ibu tercinta Siti Maryam dan Abah tercinta Lailun Mukarram yang telah melahirkan, mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang, bagi penulis Mereka sangat berperan sangat besar dan tak terhingga, ucapan trimakasih sedalam dalamnya untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta Nur Hasanah, Paman Ky. Sayyid Bukhori Arifin dan sahabat-sahabat Prodi Perbandingan Madzhab, yang telah memberikan motivasi, dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang semuanya penulis tidak mampu membalas, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan balasanya.
	Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada:
1. Dr. Abd. Aziz, M.Ag. selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong
1. Bapak Imama Syafi’i S.Pd.I Dekan Universitas Zainul Hasan Genggong beserta jajaran pengurus dekan.
1. Dosen pembimbing 1 beliau bapak Drs. H. Fathullah, M.H.I., yang tak pernah letih untuk mebimbing penulis hingga selesai.
1. Dosen pembimbinga 2 beliau Abd. Hannan M.H.I., yang senantiasa memberikan ilmu dan arahan – arahannya yang tak kenal waktu.
1. Bapak Irzaq Yuliardy Nugroho., M.H. selaku kaprodi Perbandingan Mazhab dan Seluruh Dosen Universitas Zainul Hasan Genggong khususnya para dosen Prodi perbandingan madzhab yang telah ikhlas memberikan ilmu, pengalaman dan bimbingannya kepada sipenulis.
1. Sahabat – sahabat perbandingan madzhab yang selalu kompak baik suka maupun duka sehingga mempunyai jargon #PejuangBarokah 
1. Semua orang yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.
Semoga jasa – jasanya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Mudah – mudahan skripsi yang sangat sederhana ini dapat memenuhi harapan dan ikut serta membantu kemajuan pendidikan dalam ilmu agama.
Pada akhirnya Allah SWT memberikan petunjuk yang benar dan mencurahkan taufiq dan hidayahnya kepada sipenulis sehingga tugas akhir skripsi ini bisa selesai. Alhamdulillah. 
Probolinggo, 14 September 2021

	      Ahmad Ridwan Jamhuri
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab - Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi  ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. 
Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf  latin. 
1. Konsonan
	 Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	ا
	Alif
	Tidak dilambangkan
	Tidak dilambangkan

	ب
	Ba
	B
	Be

	ت
	Ta
	T
	Te

	ث
	Ṡa
	Ṡ
	Es (dengan titik di atas)

	ج
	Ja
	J 
	Je

	ح
	Ḥa
	Ḥ
	Ha (dengan titik di bawah)

	خ
	Kha
	Kh
	Ka dan Ha

	د
	Dal
	D
	De

	ذ
	Żal
	Ż
	Zet (dengan titik di atas)

	ر
	Ra
	R
	Er

	ز
	Za
	Z
	Zet

	س
	Sa
	S
	Es

	ش
	Sya
	SY
	Es dan Ye

	ص
	Ṣa
	Ṣ
	Es (dengan titik di bawah)

	ض
	Ḍat
	Ḍ
	De (dengan titik di bawah)

	ط
	Ṭa
	Ṭ
	Te (dengan titik di bawah)

	ظ
	Ẓa
	Ẓ
	Zet (dengan titik di bawah)

	ع
	‘Ain
	‘
	Apostrof Terbalik

	غ
	Ga
	G
	Ge

	ف
	Fa
	F
	Ef

	ق
	Qa
	Q
	Qi

	ك
	Ka
	K
	Ka

	ل
	La
	L
	El

	م
	Ma
	M
	Em

	ن
	Na
	N
	En

	و
	Wa
	W
	We

	هـ
	Ha
	H
	Ha

	ء
	Hamzah
	’
	Apostrof

	ي
	Ya
	Y
	Ye


Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
1. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	اَ
	Fatḥah
	A
	A

	اِ
	Kasrah
	I
	I

	اُ
	Ḍammah
	U
	U


Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
	Tanda
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	اَيْ
	Fatḥah dan ya
	Ai
	A dan I

	اَوْ
	Fatḥah dan wau
	Iu
	A dan U


Contoh:
كَيْفَ  :  kaifa
هَوْلَ   :   haula
1. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
	Harkat dan Huruf
	Nama
	Huruf dan Tanda
	Nama

	ــَا   ــَى
	Fatḥah dan alif atau ya
	ā
	a dan garis di atas

	ــِي
	Kasrah dan ya
	ī
	i dan garis di atas

	ــُـو
	Ḍammah dan wau
	ū
	u dan garis di atas


Contoh:
مَاتَ	:  māta
رَمَى	:  ramā
قِيْلَ	:  qīla
يَمُوْتُ	:  yamūtu
1. Ta Marbūṭah
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:
رَوْضَةُ الأطْفَال		:  rauḍah al-aṭfāl
المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ		:  al-madīnah al-fāḍīlah
الحِكْمِةُ			:  al-ḥikmah
1. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ـّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:
رَبَّنَا	:  rabbanā
نَجَّيْنَا	:  najjainā
الحَقُّ	:  al-ḥaqq
الحَجُّ	:  al-ḥajj
نُعِّمَ	:  nu’’ima
عَدُوٌّ	: ‘aduwwun
Jika huruf ى  ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (  ــِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:
عَلِيّ 	:  ‘Alī  (bukan ‘Aliyy  atau ‘Aly)
عَرَبِيّ 	:  ‘Arabī  (bukan ‘Arabiyy  atau ‘Araby)
1. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال  (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:
الشَّمْسُ	 	: al-syamsu  (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَة		 : al-zalzalah  (bukan az-zalzalah)
الفَلْسَفَة 		 : al-falsafah
البِلاَدُ		 : al-bilādu
1. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:
تَأْمُرُوْنَ		:  ta’murūna
النَّوءُ	  	:  al-nau’
شَيْءٌ		  :  syai’un
أُمِرْتُ		  :  umirtu
1. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fī ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab
1. Lafẓ al-Jalālah (الله )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf  ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:
دِيْنُ اللهِ	  		:  dīnullāh	    
Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ		:  hum fī raḥmatillāh
1. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal  kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḍalāl




80


97

[bookmark: _Toc82809059]BAB I
[bookmark: _Toc82809060]PENDAHULUAN

A. [bookmark: _Toc82809061]Latar Belakang Masalah
		Salah satu tujuan hidup umat manusia adalah untuk mendapatkan pasangan dan keturunan. Menikah adalah sunnatullah usaha untuk mendapatkan anak keturunan, walaupun ada yang sudah menikah namun belum juga di karunai keturunan, ada juga hubungan seorang laki-laki dan perempuan  yang sudah dikarunai anak namun malah dibuang karena kehadiranya di dunia ini dianggap aib anak lahir diluar pernikahan (anak zina). Menurut Ahmad Ashr Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua pihak, dengan dasar keikhlasan kedua pihak untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang diridhoi Allah SWT.[footnoteRef:1] Menurut hukum adat di Indonesia pada umumnya pernikahan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat kerabat dan kekeluargaan.[footnoteRef:2] Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan biologis antara ayah dan ibunya dan ditumbuhkan sepanjang pernikahan adalah anak sah (wettige of echte kinderen), sedangkan anak yang mempunyai bapak dan ibu tidak terkait pernikahan, dinamakan anak tidak sah, atau anak luar nikah juga sering di sebut anak- anak alami (onwettige onechte of naturlijk kinderen). Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak sampai sekarang, kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang di harapkan.[footnoteRef:3] [1:  Ahmad Ashar Basir, Hukum Perkawinan Islam  (Yogyakarta 1985) ]  [2:  Lucy Pradita Satriya Putra, Hak waris anak luar nikah menurut hukum adat dan yuriprodensi Mahkamah Agung, 2015 ]  [3:  Rika Saraswati,SH,CN, M.Hum, Hukum Perlindungan Anak Indonesia. Bandung; PT citra bakti,2015,hal1] 

		 Hukum Islam mengatur umat baik secara perorangan atau secara bermasyarakat baik di dunia maupun di akhirat.[footnoteRef:4] Islam memberikan solusi kepada setiap permasalahan-permasalah yang di alami manusia agar tidak mempersulit diri, bahkan tidak ada satu hal apapun yang tidak dibahas oleh hukum Islam, mencakup semuanya yang mengatur hubungan dengan dengan sang pencipta Allah SWT dan mengatur hubungan dengan sesamanya, Firman Allah SWT dalam QS. Al Rum/30: 21:  [4:  Abdul Rahman Ghozali, fiqih munakahat, (Jakarta: Kencana, 2012),] 

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ 	
		Artinya :  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum Ayat 21).[footnoteRef:5] [5:  Al quran ar rum ayat 21] 

		 Anak bukan hanya pemberian tetapi juga merupakan rahmat dari Allah SWT. Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki arti penting, khususnya sebagai basis nilai dan paradigma untuk mengubah nasib anak. Dalam arti lain[footnoteRef:6], bahwa jaminan perlindungan anak adalah  kasih bentuk sayang, yang ditunjukkan dalam pemenuhan hak-hak dasar, kelayakan hidup dan pemberian  jaminan perlindungan terhadap kekerasan dan kejahatan.  [6:  Ibnu Ansori, perlindungan Anak Dalam Agama Islam (Jakarta : komisi Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2006)] 

		Terdapat nilai dan manfaat yang luar biasa dari seorang anak bagi keberadaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, Islam melihat pentingnya menjaga kejernihan dan kemurnian silsilah dan keturunan. Nasab adalah prinsip yang tersirat yang dibuat oleh Allah SWT sebagai pengikat silaturahim dalam keluarga, karena merupakan  nikmat terbaik yang diberikan oleh Allah SWT kepada para manusia.
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلً
		Artinya : 	“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahala dari sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Al Kahfi: 46) 
		 Silsilah sejati adalah hak utama yang diperoleh seorang anak setelah ia dikandung. Dengan kebenaran hak silsilah, ia akan mendapatkan hak-haknya yang berbeda, antara lain hak kesetaraan sosial atau hak pemeliharaan dan dukungan, hak perwalian dan hak warisan[footnoteRef:7]. [7:  Amir Syarifuddin,Hukum Kewarisan Islam Cet.4 (Jakarta: Kencana Pramedia Grup,2012)] 

		Hukum waris di Indonesia, selama ini diwarnai oleh tiga sistem hukum waris, ketiganya yaitu sistem Hukum Barat, sistem Hukum Adat dan sistem Hukum Islam.[footnoteRef:8] Berkenan dengan kewarisan jelas maksud dan tujuannya berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan  ataupun yang bersifat merinci. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para Hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjelaskan permasalahan yang berkenaan dengan kewarisan. [8:  Wery Gusmansyah,2013, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia, Manhaj, vol.1,nomor 2, Mei-Agustus Hal. 153] 

		Dilihat dari permasalahannya, nampak jelas anak luar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dengan demikian hal tersebut mengakibatkan status anak luar nikah tidak mendapatkan jaminan pembiayaan, pendidikan dan mendapatkan hak waris.
		Supaya ada hubungan perdata antara ayah dan ibunya, maka seharusnya anak luar nikah diakui sah menurut hukum oleh ayahnya. Dalam hukum perdata, perkawinan merupakan dasar terwujudya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu.[footnoteRef:9] Anak yang terlahir dari pernikahan yang sah dan secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 250 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.[footnoteRef:10] Kedudukan anak dalam hak kewarisan juga dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) pada Pasal 852 yang menyebutkan mereka dilahirkan dari lain – lain perkawinan sekalipun mewaris harta peninggalan dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.[footnoteRef:11] Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal  mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang. [9:  Ali Afandi,Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian (Jakarta: Rineka Cipta 2004),]  [10:  Rosindar Sembiring, Hukum Keluarga Harat- Harta Benda dalam Perkawinan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016)]  [11:  Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)] 

		Anak luar nikah yang berasal dari hubungan laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat pernikahan (anak zina), tidak ada kemungkinan untuk diakui oleh bapak dan/ atau ibunya. Anak yang seperti ini tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup (status keperdataan). Terkait anak sumbang apa bilang orang tua dari anak sumbang memperoleh dispensasi dari pengdilan untuk melangsungkan pernikahan, maka si anak sumbang dapat diakui pada saat pernikahan kedua orang tuanya. Dengan demikian, maka si anak sumbang demi hukum menjadi anak sah karena pernikahan kedua orang tuanya (Pasal 273 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek).[footnoteRef:12] [12:  P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015)] 

		Terhadap anak luar nikah yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. Oleh karena itu, anak luar nikah yang tidak memperoleh pengakuan tidak akan dapat mewarisi dari apapun juga. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang yang mengakuinya. Adapun dengan keluarga sedarah dengan orang tua yang mengakui tersebut mereka tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Jadi, anak tersebut tidak berhak terhadap barang-barang keluarga orang tua yang mengakuinya (Pasal 872 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek). Adapun pengecualianya, apabila tidak meninggalkan ahli waris sampai dengan derajat yang mengizinkan pewarisan, maka anak luar nikah tersebut berhak menuntut seluruhnya harta warisan dengan mengesampingkan ketentuan negara ( Pasal 873 KUH Perdata)
		Problem masyarakat yang muncul sekarang ini yaitu tentang pembagian warisan terhadap anak luar nikah. Karena Mahkamah Konstitusi telah memutusakan perkara Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terkait masalah kedudukan anak luar nikah, keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pro dan kontra terhadap masyarakat pada masalah hak waris. Ini menjadi sebuah putusan yang banyak menuai krtitik oleh berbagai pihak. Karena dalam hukum islam dan perdata, secara umum meliputi lima hal yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal[footnoteRef:13] [13:  http://hukumonline.com/2013/01/ktroversi-potensi-mahkamah-konstitusi-46/PUU-VIII/2010-di html. ] 

		Faktor penyebab kewarisan adalah adanya hubungan pernikahan yang sah dan adanya hubungan darah itu yang menurut hukum. Maka setiap orang itu berhak mendapatkan harta warisan dari bagian yang telah di pastikan untuk memenuhi syarat hukumnya. Sangat penting bagi masyrakat untuk mempelajari atau mengetahui secara lebih mendalam tentang kewarisan terhadap anak luar nikah, yang akan berimbas nama baik dan hak-hak  anak luar nikah 
		Dari uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi berdasarkan permasalahan tersebut dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hak waris anak luar nikah  menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek)  dan Hukum Islam.
B. [bookmark: _Toc82809062]Rumusan Masalah
	Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, guna memperjelas dan agar permasalahan tetap fokus dan tidak meluas maka pembatasan terhadap masalah ini sangat diperlukan sehingga tujuan dari penelitian bisa dicapai, pokok permasalahan dapat dirumuskan sebgai berikut
1. Bagaimana dasar Hukum dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU–VIII/2010 terhadap kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah
2. Bagaimana tinjauan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan Hukum Islam pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU – VIII/ 2010 terhadap kedudukan hak waris anak luar nikah 
C. [bookmark: _Toc82809063]Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dasar hukum dan dampak  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010   terhadap kedudukan hak waris anak di luar nikah
2. Untuk mengetahui tinjuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hak waris anak di luar nikah
D. [bookmark: _Toc82809064]Landasan Teori dan atau Telaah Pustaka
		Beberapa penelitian terkait dengan judul untuk mendapatkan gambaran yang akan di bahas atau di teliti denga penelitian yang sejenis yang mungkin pernah di lakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga di harapkan tidak adanya pengulangan materi. Ada beberapa penelitian terkait dengan judul yang di teliti yang peneliti ketahui adalah sebagai berikut:
a. Penelitian yang berhubungan dengan judul diatas ialah saudara Ummatul Mutminiati dengan judul “Pengaruh penggunaan Handpone terhadap perilaku keagamaan remaja (studi kasus desa kuang dalam kecamatan rambang kuang kabupaten ogan hilir)” dengan kesimpulan menunjukkan bahwa dampak negatif seperti kecanduan dalam menggunakan Handpone pada remaja yang sangat sulit dipisahkan dari Handpone, pastinya mempengaruhi ibadahnya yang selalu absen, berahlak sangat rendah, menimbulkan contennegatif seperti pornografi.[footnoteRef:14] [14:  Ummahatul Mutminati “Pengaruh penggunaan Handpone terhadap perilaku keagamaan remaja (studi kasus desa kuang dalam kecamatan rambang kuang kabupaten ogan hilir)” UIN Raden Fatah Palembang,2018.] 

	b. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan dengan judul “Analisis tindak pidana perzinahan” dengan Menurut hukum Islam, Semua pelaku zina pria dan wanita dapat di kenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum nikah, misal di pukul dengan tongkat sepatu dan tangan. Menurut hukum nasional tidak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua pelaku zina diancam dengan hukum pidana. Misal pasal 284 ayat 1 dan 2 menetapkan amcaman pidana, penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina. Padahal seorang atau keduanya telah menikah dan dalam pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.[footnoteRef:15] [15:  Agustiawan ” Anilisi Tindak Pidana Perzinahan (studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum nasional)” Uin Alaudin Makasar,2016.] 

	c.	Skripsi yang ditulis oleh Qudwatul Aimmah yang berjudul “Implikasi Hak Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)”. Membahas tentng implikasi hak kewarisan atas pengakuan anak luar kawin menurut Hukum Islam adalah sebagai mana bagian hak kewarisan anak sah. Karena adanya pengakuan anaka luar kawin menjadikannya sebagai anak sah dari orang yang mengakui. Sedangkan dalam Hukum Perdata hak kewarisan anak luar kawin yang diakui bagianya tidak sama seperti anak sah. Ia mendapatkan bagian yang lebih kecil dari bagian kalau ia menjadi anak sah, dengan ketentuan bagian disesuaikan dengan golongan mana ia mewaris (Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).[footnoteRef:16] [16:  Qudwatul Aimmah. “Implikasi Hak Kewarisan atas Pengakuan Anak Luar kawin (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat)” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel,2010)] 

E. [bookmark: _Toc82809065]Manfaat Penelitian
	a. Manfaat Ilmiah
	1)	Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai status dan kedudukan anak luar nikah.
		2)	Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum islam, khususnya pada kajian status anak luar nikah.
		3) Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap status keperdataan dan kewarisan anak luar nikah serta akibat hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal
	b. Manfaat Praktis
1) Dapat memberikan pengetahuan dan jalan keluar pada masyarakat terhadap permasalahan anak luar nikah.
2) Dapat memberikan pengetahuan secara jelas dan cermat kepada masyarakat persoalan status keperdataan, kewarisan dan dasar Hukum anak luar nikah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan Hukum Islam
3) Bagi penulis dengan ditulisanya skripsi ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum mengenai status keperdataan dan kewarisan anak luar nikah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan Hukum Islam
F. [bookmark: _Toc82809066]Metode Pengumpulan Data
		Untuk pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan skripsi, penulis akan menggunakan data sebagai berikut.
1. [bookmark: _Toc82809067]Metode Pendekatan
			Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis  menggunakan jenis metode penelitian studi perpustakaan, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan dengan penghimpunan informasi dari bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder seperti laporan penelitian, Al-Qur’an, Hadist, ijma’ulama, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ensiklopedia, pendapat para pakar/ahli sosial 
		Penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksud untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum untuk dicari jawabannya[footnoteRef:17]. Yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyusaian) hukum, yang berhubungan dengan proses kewarisan anak luar nikah [17:  Agus Yuda Hermoko, Hukum perjanjian, Asas proposionalitas dalam Kontrak komersial, (Jakarta: Kencana,2010), hal.38-39.] 

2. [bookmark: _Toc82809068]Jenis Penelitian
		Penelitian ini termasuk penelitian komperatif. Sebab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tergolong penelitian yang bertujuan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti  berdasarkan kerangka pemikiran. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.
3. [bookmark: _Toc82809069]Sumber Data
		Dalam penelitian penelitian normatif atau study perpustakaan terdiri dari beberapa sumber data:
a. Bahan Hukum Primer meliputi
1)  Undang-Undang Dasar 1945
2)  Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) 
3)  Al quran, Hadist dan Ijma’ Ulama
4)  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
5)  Kompilasi Hukum Islam
b. 		Bahan Hukum Sekunder
			Yang bahan hukum yang diperoleh dari study kepustakaan, buku-buku bacaan, jurnal, skripsi, karya ilmiah, laporan-laporan hasil penelitian hukum cetak dan/eletronik yang ada hubunganya dengan masalah yang diteliti 
4. [bookmark: _Toc82809070]Teknik Pengumpulan Data
		Study kepustakaan (Library Research) merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). untuk meperoleh data primer maupun sekunder penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dengan cara membaca, menelaah dan mengklarifikasikan masalah yang ada dalam dokumen.
		 Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan di atas, studi pustaka diawali dari tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi hukum yang diperlukan, data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis 
		Data-data Yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber data akan diolah melalui beberapa tahapan:
a. memeriksa semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lain, keaslian, kejelasan serta relevansi dengan permasalahan[footnoteRef:18]. [18:  Chalid Nabukodan Abu Achmadi, metodologi Penelitian  (jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.] 

b. menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. 
c. menganalisis lanjutan terhadap hasil proses diatas dengan sumber-sumber penelitian, menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, untuk mendapatkan kesimpulan. 
5. [bookmark: _Toc82809071]Teknis Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan yaitu dengan penguraian data dimulai dari beberapa gagasan untuk menentukan persamaan dan perbedaan, dipertimbangkan secara rasional kemudian ditarik satu kesimpulan. Dengan melakukan pemnbacaan penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang berkaitan dengan permaslah Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan.
G. [bookmark: _Toc82809072]Sistematika Pembahasan
	Bab I PENDAHULUAN  
 		Bab ini menguraikan secara umum tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penlitian dan sitematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian yang membuat penulis mengangkat judul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010   terhadap kedudukan hak waris anak luar nikah menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek)  dan Hukum Islam
	Bab II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini memuat uraian tinjauan pustaka yang berisiskan landasan teori yang erat kaitanya dengan obyek penelitian
	Bab III PEMBAHASAN
	Memuat secara rinci pembahsan dari permasalahan
	Bab IV PENUTUP
		Berisikan kesimpulan dan saran uraian mengenai langkah langkah apa yang perlu diambi loleh pihak terkait dengan hasil penelitian bersangkutan

[bookmark: _Toc82809073]BAB II
[bookmark: _Toc82809074]ANAK LUAR NIKAH
A. [bookmark: _Toc82809075]Anak Secara Umum
		Arti menurut kamus besar Indonesia memiliki banyak pengertian, anak mengandung arti keturunan, pengertian anak tersebut masih bersifat Umum dan pengertianya akan berbeda jika di tijau dari berbagai aspek dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis secara misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia.[footnoteRef:19] anak yang dilahirkan baik dari pernikahan antara dua orang laki- laki dan perempuan ataupun tidak di dasari pernikahan tetap disebut anak. anak adalah perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.[footnoteRef:20] Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, anak adalah aset negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula masa depan bangsa. Jika anak tersebut mempunyai kepribadian buruk maka masadepan negara pun akan hancur[footnoteRef:21]. [19:  Purwadarmaminta,1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta]  [20:  Fase-fase Perkembangan Anak manusia, 08-01-2014]  [21:  Andi Lesmana “definisi Anak” , Kompasiana Beyond Bloging  2015] 

		Pada sudut pandang agama Islam anak adalah mahluk yang lemah dan mulia, yang keberadaanya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan proses penciptaan. Anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai ramatan lil’alamin  dan sebagai pewaris ajaran Islam, dalam arti setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai penerapan amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.[footnoteRef:22] Dalam Al-Qur’an dijelaskan anak sebagai: [22: Amir syafrudin ] 

1)  Penyejuk hati (Qurratu a’yun)
وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا 
.		Artinya:  		Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah` 	kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. ( Qs, Al-Furqon Ayat 74)
2)  Musuh bagi orang tua (Aduwwan lakum)
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ 
فَإِنَّ ٱللَّه َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ 
	     Artinya :		“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. At-Taghobun Ayat 14)
3)  Sebagai fitnah
إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ 
		Artinya :	 Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.(Qs At-Taghobun Ayat 15)
1. [bookmark: _Toc82809076]Pengertian anak dalam Undang-Undang 1945
Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.[footnoteRef:23] ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan arti lain anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Menurut Irma Setyowati Soemitro, menegaskan pengaturanya dengan di keluarkanya Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, BAB II, Pasal 2 ayat (4) yang berarti anak yaitu seseorang yang mendapatkan hak-hak kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan baik. Baik secara jasmaniyah, sosial.[footnoteRef:24] Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Anak juga berhak atas Perlindunagn dari orang tua, keluarga, pemerintah serta dilindungi oleh hukum.[footnoteRef:25]  [23:  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (1)]  [24:  Irma setyowati soemitro, SH. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta:1990]  [25:  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, pasal 52 ayat (1) dan (2) Andi, Yogyakarta: 2007 ] 

2. [bookmark: _Toc82809077]Pengertian anak menurut Hukum Perdata
Meliputi :
		1. Anak luar nikah dalam arti sempit, yaitu anak yang lahir yang dilahirkan di luar nikah yang sah, dimana diantaranya ayah dan ibunya tidak ada larangan menikah dan tidak sedang terikat dengan pernikahan lain.
		2.	Anak Zina, yaitu anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, dimana ibu dan/atau bapak dari anak tersebut telah terikat pernikahan yang sah dengan laki-laki atau perempuan lain.
		3. Anak Sumbang. Yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang diantra keduanya berdasarkan kententuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi. Sebagaimana kita ketahui, Pasal 8 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:
			a. Berhubungan darah dalam agris keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
			b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
			c.	Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
			d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
			e. Berhubungan saudara denga istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
			f. Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yag berlaku, dilarang nikah.
		Anak menurut hukum perdata yang hampir mendekati makna yang benar, anak terdiri dari berbagai aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) pasal 330, memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seorang yang di tentukan oleh perundang-undangan perdata.[footnoteRef:26]  Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peran yang sangat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, contoh dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seorang di anggap telah di lahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaki. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah ada. yang di maksud oleh Bab 1 Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek).[footnoteRef:27] Jadi, seorang anak yang masih dalam kandungan seorang wanita atau ibunya juga sudah dianggap sebagai subyek hukum  atau pembawa hak dan kewajiban apabila si anak menghendaki. Hal ini dikaitkan hubungan dengan pasal 836 dan pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek).[footnoteRef:28] Untuk meletakan anak kedalam pengertian subjek hukum maka di perlukan unsur internal dan eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut.[footnoteRef:29] [26:  Departemen Agama RI, Op. Cit, Pasal 330.]  [27:  http://www.bpkp.go.id diakses 06 september 2021]  [28:  https:// Yuridis.id Sumber Informasi Hukum Jumat, 3 Agustus 2018 di akses 6 september 2021]  [29: 
 Andy Lesman, Definisi Anak, Sumber:https://andiboks.wordpress.com/definisi-anak diakses 06 September 2021] 

		Unsur internal pada diri anak. Subjek hukum: sebagai masnusia anak juga di golongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan perundang-undangan. Ketentuan tersebut di letakkan pada anak golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang dalam perwalian, orang tidak mampu melakukan perbuatan hukum, dalam hukum anak akan diletakkan dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa sebagai subjek hukum.
		Unsur eksternal pada diri anak yaitu persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the low) dimana dapat memeberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum. yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan yang memuat rincian tentang hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege diberikan oleh negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang dan peraturan Undang-Undang.
[bookmark: _Toc82809078]	4. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
		Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orangtuanya, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan Lil’alamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini bermakna arti setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang di terima orang tuan, masyarakat bangsa dan negara[footnoteRef:30] [30:  Amir Syafruddin, Op.it.] 

		Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang anak luar nikah atau anak zina menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti tertuang dalam al-Quran Surat al-Ahzab ayat 5 dan ada beberapa pendapat pakar hukum Islam:
ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ 
جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا 
Artinya: 	“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.s. Al-Qur’an al Ahzab ayat 5)[footnoteRef:31] [31:  Departemen Agama al-Quran al-Ahzab ayat 5] 

		Menurut Mizan asroni, dikatakan anak anak zina adalah anak yang lahir dari seorang ibu tanpa ada ikatan pernikahan lebih dahulu, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Jika berzina dengan seorang laki-laki lalu hamil dan melahirkan, maka anak tersebut adalah anak zina, atau ia hamil beberapa bulan lalu nikah dengan laki-laki yang menzinahinya itu, maka anak tersebut dinamakan anak zina[footnoteRef:32] [32:  Mizan Ansori, hukum wari dalam tanya jawab, jakarta bina ilmu 1996, ] 

		Menurut Tengku Muhammad Hasbi al-Sihiddiqiy, menurutnya anak zina adalah anak yang dikandung, oleh ibunya dari seorang pria yang menggauli tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara’(anak yang tidak di akui Agama)[footnoteRef:33] [33:  Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, Fiqih mawaris , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1977)] 

		Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian jelas bahwa yang di maksud dengan anak luar nikah menurut hukum Islam adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut agama tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak akan menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan iwald gairu syarí (anak tidak sah).[footnoteRef:34] [34:  Amin Husein Nasution,Hukum Kewarisan, Cet-II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)] 

3. [bookmark: _Toc82809079]Al-Quran dalam menyebut istilah anak sangat beragam diantaranya adalah:
a. Zurriyah
Zurriyah dalam kamus Al-Munawwir diartikan sebagai anak,cucu,dan keturunan.[footnoteRef:35] Disebut mahluk yang keluar dari tulang iga (sulb) Nabi Adam a.s.[footnoteRef:36] dalam Al-Qur’an kata ini disebut 41 kali dengan berbagai bentuk devirasinya dan penambahan dhomir.[footnoteRef:37] Sekedar contoh derivasi kata Zurriyataha [35:  Ahmad Warson Munawir, kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997)]  [36:  Ibid, hal 443]  [37:  Muhammad Fuad Abdul Baihaqi, al Mu’jam al-Mufahras li Alfz Al-Qur’an al karim, (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at- Tauzu, 1980)] 

				surat Ali Imran ayat 36
فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي وَضَعۡتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡ وَلَيۡسَٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ 
وَإِنِّي سَمَّيۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ 
Artinya:  “Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk". ( Qs. Ali imran ayat 36)[footnoteRef:38] [38:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, ( Surabaya: Surya Citra Aksara, 1993), ] 

b. Ibn
Ibn berarti anak, Namun bisa pula diartikan orang  seperti dalam istilah ibn sabil yang sedang menempuh perjalanan. Dari kata asal kata yang sama, makna bisa berubah. Misalnya, bermakna bangunan dari kata bina’. Kata Ibn dengan berbagai derivasi terulang 47 kali dalam Al-Qur’an 
1. Abna’ berikut macam dhomir yang menyertainya terulang dalam Al-Quran sebanayak
				21 kali, diantaranya terdapat pada Surat al-Mukmin ayat 25, Surat an-Nur ayat 31, Surat  al Ahzab ayat 55. Adapun contoh kata Ibn dalam Al-Qur’an, terdapat pada Surat Ibrahim ayat 6
وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ أَنجَىٰكُم مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ يَسُومُونَكُمۡ سُوٓءَ 
ٱلۡعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُونَ نِسَآءَكُمۡۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٞ مِّن رَّبِّكُمۡ عَظِيمٞ 
 Artinya:	“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut-pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu; dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu".(Qs. Ibrahim ayat 6)[footnoteRef:39] [39:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an ] 

2. Bani dengan berbagai derivasi diulang dalam Al-Qur’ an sebanyak 75 kali, untuk perempuan banyak kata bani, yaitu banat terulang sebanyak 23 kali. Dalam kamus al-Munawir  kata bani juga diartikan anak ketrurunan semisal dalam kontruksi Bani Israil, Bani Adam, Bani Ishak, Bani Umayyah dan sebagainya. Penggunaan kata bani dalam ayat contohnya termaktub dalam Surat Ali Imran ayat 61
فَمَنۡ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ فَقُلۡ تَعَالَوۡاْ نَدۡعُ أَبۡنَآءَنَا وَأَبۡنَآءَكُمۡ 
وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمۡ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمۡ ثُمَّ نَبۡتَهِلۡ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰذِبِينَ 
		      Artinya:	“Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta”. (Qs. Ali Imran ayat 61)[footnoteRef:40] [40:  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Hal 380] 

c. Walad
Walad  derivasinya terulang sebanayak 165 kali dalam Al-Qur’an diantaranya:
1) Aulad 
				yang sepadan dengan Kata aulad  ini lazim diikuti oleh dhamir seperti auladdihim, auladikum dan sejenisnya. Dalam Al-Quran kata aulad diulang sebanyak 23 kali. Contohnya dalam Surat al-Baqarah ayat 233
۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى
 ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ 
Artinya:		“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (Qs. Surat al-Baqarah ayat 233).[footnoteRef:41] [41:  Departemen Agama RI, Al-Qu’ran hal 37] 

2) Wildan
				Kata ini mengacu pada susunan i’rabna memiliki tiga bentuk ujaran yaitu: wildana, wildani atau wildanu. Dalam Al-Qur’an, kata ini terulang sebanyak 6 kali, sperti Surat al-Muzammil ayat 17, Surat an-Nisa’ayat75 dan 98. Contoh penggunana kata ini bisa dilihat dalam Surat an-Nisa’ayat 75:
 وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ 
ٱلَّذِينَيَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا 
وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا 
Artinya:	“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (Qs. Surat an-Nisa’ ayat 75)
d. Athfal
Jika ditinjau dengan seksama, ternyat Al-Qur’an hanya memakai kata  athfal dalam suatu tempat, dalam surat an-Nuru ayat 59.  
وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَ‍ٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَ‍ٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ ك
َذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ 	
Artinya : “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Qs. Al-Qur’an an-Nur ayat 59)
e. Aqrab
Kata ini memang tidak langsung menunjukan makna anak. Tapi ia masih memiliki kedekatan makna dan berhubungan erat dengan anak, cucu dan bentuk-bentuk keturunan kebawah. Kata aqrab derivasinya terulang dalam Al-Qur’an sebnyak 19 kali misalnya dalam surat al-Baqarah ayat 180, 
كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ 
بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ 
Artinya :	“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang 2yang bertakwa.”(Qs. Al-Baqarah ayat 180)[footnoteRef:42] [42:  Departemen Agama RI Al-Qur’an] 

f.  Shabiy
Dalam Al-Quran, disebut dalam bacaan nasab, yaitu  shabiyyan, terulang 2 kali, contoh dalam surat Maryam ayat 12.
يَٰيَحۡيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَٰبَ بِقُوَّةٖۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحُكۡمَ صَبِيّٗا 
Artinya :	“Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak”, (Qs. Al-Qur’an Surat Maryam ayat 12)[footnoteRef:43]  [43:  Departemen Agama RI Al-Qur’an] 

g. Asbath
Asbath juga bermakna anak. Di dalam Al-Qur’an, kata Asbath terulang sebanyak 4 kali contoh: Surat an-Nisa ayat 163
۞إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ 
وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ 
وَسُلَيۡمَٰنَۚ وَءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ زَبُورٗا 
Artinya:	“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.”(Q.S an-Nisa 163)[footnoteRef:44] [44: 	 Departemen Agama RI, Al-Quran hal. 160.] 

h. Gulam 
Gulam berikut turunannya terulang dalam Al-Quran sebanyak 12 kalicontoh penggunaan dalam ayat adalah:
وَجَآءَتۡ سَيَّارَةٞ فَأَرۡسَلُواْ وَارِدَهُمۡ فَأَدۡلَىٰ دَلۡوَهُۥۖ قَالَ يَٰبُشۡرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٞۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةٗۚ 
وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ 
Artinya:  	“Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. Yusuf ayat 19)
i. Nashl
Dalam Al-Quran kata nashl hanya satu tempat, yaitu dalam Surat as Sajadah ayat 8.[footnoteRef:45] [45:  Muhammad Fuad Abdul Baqi, ] 

	ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ 
	Artinya:	“Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.” (Q.S Al-Qur’an ayat 8)
j. Ad’iya’akum
Ad’iya’kum bermakna anak angkat[footnoteRef:46]. Dalam Al-Qur’an kata ini ada dalam dua tempat, contohnya dalam Surat al-Ahzab [33]: 4 [46:  Ahmad Warson Munawwir, Kamus..., hal 404] 

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٖ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ 
أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ
 ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ 
	Artinya:	“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. al-Ahzab [33] ayat 4[footnoteRef:47] [47:  Depatemen RI, Al-Qur’an ] 

B. [bookmark: _Toc82809080]Definisi zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan hukum Islam
		Zina adalah 1. Perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) 2. Perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.[footnoteRef:48] Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.[footnoteRef:49] Pengaturan perzinaan dan sanksi kurang jelas bahwa Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang di mana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk kasus hubungan seksual di luar konteks pasal ini, akan berlaku asas legalitas saja. Di mana pelaku hanya dituntut berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi, Pasal 27 Undang-Undang Teknologi Informasi dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek). Ini terjadi karena video aksi para pelaku yang tersebar di dunia maya, jadi jika video itu tidak ada, maka pelakunya tidak terjerat dalam pasal mana pun, karena Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) tidak berlaku padanya. [48:  https//kbbi.web.id/Zina ]  [49:  Abdul A’la Almaududi, Kejamkah Hukum Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1979.] 

		Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, zina adalah, “hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.[footnoteRef:50] [50:   Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 6, Cetakan Pertama (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).] 

	Menurut mazhab Asy-Syafi’iyah tentang istilah zina adalah:
		 Masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. Asy-Syairazi dari mazhab Asy-Syafi’iyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk darul-Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau syibhu akad atau budak wanita yang dimiliki, dalam keadaan berakal, bisa memilih dan tahu keharamannya.
		Menurut mazhab Al-Hanabilah tentang zina adalah:
		 Hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan ishmah antara keduanya atau syubhah.
Menurut mazhab Al-Hanafiyah tentang zina adalah:
 		Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Pengertian ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina, walaupun tetap berdosa. Pada kemaluan atau faraj artinya kalau dilakukan pada dubur meski tetap haram, namun bukan termasuk kriteria zina. Perempuan itu bukan budak wanita, kalau dilakukan pada istrinya juga bukan termasuk kriteria zina.
Menurut mazhab Al-Malikiyah Tentang zina adalah:
 		Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang Muslim pada faraj adami (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan. Makna yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil baligh. Sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil, maka bukan termasuk zina. Makna yang Muslim artinya bila pelakunya bukan Muslim maka tidak termasuk yang dikenakan hukuman hudud, yaitu hukum rajam atau cambuk. Pada faraj manusia artinya bila hubungan itu tidak dilakukan pada kemaluan, seperti anus dan lainnya, meski tetap haram namun bukan termasuk zina.[footnoteRef:51] [51:  https://www.eramuslim.com/kontemporer/definisi-zina-menurut-empat-mazhab.] 

		Islam mengharamkan perzinaan dan menjadikannya sebagai dosa besar yang diancam dengan hukuman yang berat. Hal tersebut berdasarkan al-Qur’an, hadis dan Ijma’ para ulama. Dalam Al-Qur’an Allah swt mengancam pelaku zina: ”Pezina perempuan dan peziana laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamuberiman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjetuhkan sanksi mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman”. (QS. an-Nur (24): 2). Dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhany ra., bahwasanya seseorang dari Arab gunung datang kepada Rasulullahn SAW, ”Ya Rasulullah, saya minta kepadamu dengan nama Allah untuk engkau putuskan berdasarkan kitab Allah SWT.” ”Bicaralah,” sabda Nabi SAW. Ia berkata, ”Sesungguhnya anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Dan ada orang memberitahukan kepadaku bahwa anakku harus dihukum rajam. Lalu aku tebus dia dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, maka mereka katakan anakku harus dihukum cambuk seratus kali dan pengasingan selama setahun, sedangkan istri orang ini dihukum rajam.” Maka Rasulullah SAW bersabda, ”Demi Tuhan yang diriku di tangannya, aku akan putuskan antara kamu menurut Kitabullah. Yaitu, budak perempuan dan kambing kembali kepadamu dan hukuman atas anak kamu adalah cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan kamu, wahai Unais, pergilah kepada istri orang ini. Jika ia mengaku maka rajamlah dia”[footnoteRef:52] [52:  Ibnu Hajar al-‘Asqalany, Bulu}g al-Maram, Bab Zina] 

			Berdasarkan pengertian ulama, perbuatan disebut sebagai zina jika memenuhi dua unsur di bawah ini:
	1. Adanya persetubuhan (sexual intercouse) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Jika ada dua orang yang berlainan jenis kelamin berpelukan atau berciuman maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan perbuatan zina. Begitu juga dengan inseminasi buatan dengan sperma atau ovum donor untuk mendapatkan keturunan inseminasi buatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagi zina. 
2. Perbuatan tersebut tidak ada subhat di dalamnya. Jika suatu hubungan kelamin terjadi karena unsur kesalahan, perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai zina. Pengharaman zina karena perbuatan tersebut mengandung bahaya besar bagi pelakunya dan juga bagi masyarakat. Di antara bahaya perbuatan perzinaan adalah: 
a. Terjadinya percampuran nasab, padahal agama Islam sangat menghormati kehormatan nasab. 
b. Perbuatan zina membawa kepada pertikaian di dalam keluarga yang bisa berakibat pada terjadinya kehancuran dan perceraian antara suami dan istri.
c. Menyebarnya penyakit kelamin yang sangat berbahaya diantara pelaku perzinaan dan anak mereka dan keluarga mereka, seperti HIV AIDS dan lain sebagainya. 
d. Teraniayanya anak-anak yang lahir akibat hubungan perzinaan, yang harus menanggung beban sebagai anak zina yang banyak dilecehkan oleh sebagian masyarakat.
C. [bookmark: _Toc82809081]Anak sah dan Anak Luar Nikah 
1. [bookmark: _Toc82809082]Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) membagi anak menjadi:
	a. Anak sah (echte kindren), adalah anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah ibunya[footnoteRef:53] [53:  R. Soetejo Prawirohomidjojo dan Marthalenta Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991,] 

b. Anak tidak sah atau luar nikah atau anak alami (onwettige, oncehte, natuurlikw kindren) di bedakan  menjadi:
		1)	Anak luar nikah yang bukan hasil perselingkuhan (overspelig) anak sumbang (blodescennis);
		2)	Anak zina (overspelige kinderen) dan sumbang (bloed sechennige kinderen)
		Selain itu dikenal juga anak adopsi, anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka yang di anggap sebagai yang di lahirkan dari pernikahan suami istri[footnoteRef:54] [54:  R. Soetejo Prawirohomidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia,  Airlangga Pers University, 1988] 

2. [bookmark: _Toc82809083]Anak luar nikah yang sah dan anak luar nikah (zina) menurut Hukum Islam 
		Anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara Syariat dan tercatat berdasarkan Undang-Undang perkawinan. Ada juga penikahan yang di anggap sah menurut agama walau pun tidak tercatat seperti nikah syar’i, nikah modin atau disebut pula kiyai.[footnoteRef:55] Penikahan yang tidak tercatat ialah pernikahan yang secara material telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975[footnoteRef:56]  [55:  Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika,2002) hal. 110]  [56:  Ibid., Hal. 110.] 

		Yang dimaksud pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang tidak di catatat oleh PPN ( Pegawai Pencatat Nikah). Dianggap sah menurut agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini menunjukkan adanya pernikahan yang dilakukan menurut agama islam, maka pernikahan yang demikian anggap “sah” dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di kantor Catatan Sipil ( anak hasil nikah sirri, maka tidak sah secara formil. 
		Anak yang lahir di luar nikah  (zina) menurut pendapat Jumhur madzhab Fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambali yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab dan dengan demikian anak zina di nasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinai.	
		Menurut Imam Syafi’i berpendapat:
	“Sesungguhnya Allah SWT menegaskan dalam kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya. Tetapi di nasabkan pada ibunya, tetap akan mendapat kenikmatan dari Tuhanya sesuai dengan ketaatnya, bukan ikut menanggung dosa orang tuanya”.
		Imam Nawawi juga menjelaskan:
	“ Sesungguhnya hukum anak lahir zina adalah anak li’an,karena ketetapan nasabnya adalah nasab ibunya, bukan dengan nasab bapaknya. Maka status hukumnya adalah anak Li’an”.
		Anak lahir di luar pernikahan (zina) dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
1) Anak yang di lahirkan sebagai akibat Zina muhson dan zina ghairu muhson disebut anak luar nikah contoh; 2 (dua) bulan hamil kemudian menikah
2) anak mula’nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di Li’an  suamiya. Kedudukan anak mula’nah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak menikuti nasab suami ibunya yang meLi’an tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkanya. Ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain contoh: ibu hamil 4 bulan tetapi siayah menyangkal kalau anak tersebut bukan anaknya, demikian si ayah ahrus dapat membuktikan alasanya
3) Anak syubhat, yaitu anak yang kedudukanya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contoh: anak yang lahir oleh wanita yang kehamilanya akibat pernikahan yang di haramkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sesusuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkan di lluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya, baik dalam hal warisan. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai nasab dengan ibunya
D. [bookmark: _Toc82809084]Hak Keperdataan Anak Luar Nikah
		Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan[footnoteRef:57]. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secra optimal dan terarah. Secara normatif Pasal 28 B ayat 2 menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. [57:  Rita Saraswati,2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti. ] 

		Waluyadi mengemukakan, hak-hak anak diantaranyan adalah sebagai berikut: Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, hak anak sejak dalam kandungan untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupanya. Hak anak sejak lahir atas suatu nama dan status kenegaraan. Hak anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekpresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali. Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Hak berhak untuk  mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantra, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukum.[footnoteRef:58] [58:  Wahyudi, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Rafika Aditya Bakti. ] 

		Pada kasus anak luar nikah, stigma negatif yang melekat padanya tentu menganggu perkembangan mental dan jiwa. Terlebih secara yuridis, anak lahir di luar pernikahan yang tidak sah hanya mendapatkan hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Artinya laki-laki yang menyebabkan kelahiranya terbebas dari segala kewajiban-kewajiban yang menjadi hak anak tersebut. Sedangkan si anak tersebut akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, keshatan dan kesejahteraan lahiriyah lainya. 
E. [bookmark: _Toc82809085]Hukum Waris
		Mengenai waris diatur dalam buku kedua yang pertama-tama di dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) yakni: pewaris hanya berlangsung karena kematian, penjelasanya menurut pasal ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut ialah jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban beralih/berpindah kepada ahli warisnya.[footnoteRef:59] [59:  Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994] 

		Tidak terdapat pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) yang secara jelas memberikan pengertian dari hukum waris, maka terdapat berbagai pengertian Hukum Waris yang di berikan oleh beberapa ahli hukum, penulis dan peraturan Undang-Undang, yaitu:
1. [bookmark: _Toc82809086]Oemarsalim,S.H:
		“Yang disebut dengan warisan, yang dengan kata lain yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sebaik-baiknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia.[footnoteRef:60] [60:  Oemarsali,Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia, (Jakarta:Rineka cipta, 2012).] 

2. [bookmark: _Toc82809087]Mr. Dr. DM knol
		“Hukum waris mengatur tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris atau lebih.[footnoteRef:61] [61:  Sudarsono, Op,Cit.,] 

3. [bookmark: _Toc82809088]Wirjono Prodjodikoro (mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesi)
		“warisan adalah, bahwa warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dabn bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”[footnoteRef:62] [62:  Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Sumu Bandung, 1995).] 

4. [bookmark: _Toc82809089]A. Pito:
		“Hukum Waris, adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafat seorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh simati akibat dari pemindahan”.[footnoteRef:63] [63:  A. Pito, Hukum Waris MenurutKitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979),] 

5. [bookmark: _Toc82809090]R. Santoso Pudjosubroto:
		“Hukum Warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang”.[footnoteRef:64] [64:  Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bnadung: Rafika Aditama, 2007).] 

6. [bookmark: _Toc82809091]J. Satrio:
		“hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang perpindahan kekayaan dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karenanya kita baru berbicara tentang masalah pewarisan kalau ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan ada ahli waris.”[footnoteRef:65] [65:  H. Hilman Hadikusuma, Hukum waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Agama Hindu-Islam, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).] 

7. [bookmark: _Toc82809092]Surini Ahlan Sjarif:
		“Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan oleh seorang yang meninggal, serta akibat akibatnya bagi para ahli waris.”[footnoteRef:66] [66:  Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiah, Op.Cit.] 

8. [bookmark: _Toc82809093]Prof. Subekti, S.H.:
		“Mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.”[footnoteRef:67] [67:  R.Subekti, RingkasanTentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris,  (Jakarta: Intermasa,2004).] 

9. [bookmark: _Toc82809094]Mr. Dr. DM Knol:
		“Hukum Wrais mengatur tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris atau lebih.”[footnoteRef:68] [68:  Sudarsono, Op, Cit.] 

10. [bookmark: _Toc82809095]	Hilman Hadikusuma:
		“Warisan menunjukkan harta kekayaan dari yang meninggal yang kemudian disebut pewaris baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidal terbagi-bagi.”[footnoteRef:69] [69:  H. Hilam Hadikusuma, Op.Cit.] 

11. [bookmark: _Toc82809096]	Prof. Wahyo Darmabrata, S.H, M.H:
		“Hukum Waris adalah norma yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), serta akibat bagi para ahli waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai berpindahanya kekayaan seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya. Maka pada dasarnya hukum waris ialah peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Hukum waris merupakan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.”[footnoteRef:70] [70:  Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris,  (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).] 

12. [bookmark: _Toc82809097]Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI):
			“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berpa bagianya masing-masing.”[footnoteRef:71] [71:  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a)] 

		Hukum waris B.W. (Burgelijk wetboek) berlaku pada orang-orang Tionghowa dan Eropa, Hukum waris adat berlaku pada orang indonesia asli, Hukum waris Islam berlaku pada orang-orang Indonesia yang beragama Islam dan orang-orang Arab (yang beragama Islam).
	Istilah-istilah dalam Hukum Waris Perdata Barat:
		1. Hukum Waris: 
			adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.
		2.	Pewaris:
			Adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.
		3. Ahli waris:
			Adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum keakyaan karen meninggalnya pewaris.
		4. Harta warisan:
			Adalah kekayaan yang serupa keseluruhan aktiva dan pasifa yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris.
	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek)[footnoteRef:72]  [72:  Subekti Pokok-Pokok Hukum Perdata,(Jakarta Intermasa set. Ke XXXI,2003).] 

	Ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:
		1. Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang ( ab intestato)
			Mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan hak/kedudukanya sendiri, mewaris kepala demi kepala, sedangkan mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek). Terbagi menjadi beberapa golongan ahli waris yaitu:[footnoteRef:73] [73:  Wahyono Darmabrata, Op,Cit.] 

		a.	Ahli waris golongan I. 
			Terdiri dari keturunan, baik sah maupun luar kawin yang diakui, beserta suami (duda) atau istri (Janda) yang hidup terlama;
		b.	Ahli waris golongan  II.
			Terdiri dari ayah-ibu dan saudara beserta keturunan mereka laki-laki dan perempuan;
		c. Ahli waris golongan III.
			Terdiri dari dari kakek-nenek, dan seterusnya keatas. Dalam pewarisan golongan ketiga terjadi kloving;
		d. Ahli waris golongan IV.
			Terdiri dari saudara yang lebih jauh, dalam garis menyamping sampai derajat keenam.
		2. Karena di tunjuk dalam surat wasiat (testament).
				Wasiat berkaitan dengan harta kekayaan seseorang pada waktu masih hidup. Selain itu, mungkin orang yang mempunyai harta tersebut khawatir harta bendanya akan menjadi percekcokan diantara anggota keluarga, dan untuk mempermudah proses hibah wasiat di era modern ini peran notaris sangat di butuhkan.[footnoteRef:74] Apabila pewaris meninggalan wasiat, menurut undang-undang tersebut harus tertulis yang berisi pernyataan mengenai apa yang di kehendaki pewaris setelah ia meninggal. Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) yang menyatakan bahwa testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dan yang olehnya dapat dicabut kembali.[footnoteRef:75] [74:  Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit.]  [75:  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Adutya bakti, 2014).] 

	Hal-hal yang dapat membatalkan ahli waris dalam mendapat warisan adalah:
		1. Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris (Pasal 838 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek).
		2.	Orang yang pernah menfitnah pewaris, dan dengan putusan si pewaris tersebut diancam dengan hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi (Pasal 838 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek).
		3.	Orang yang menghalangi atau dengan kekerasan memaksa pewaris menacbut kembali wasiatnya (Pasal 838 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek).
		4. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal (Pasal 8383 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek).
		5. dalam pasal 839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) mengatur tentang kektentuanbahwa orang yang tidak patut menerima warisan, wajib mengembalikan semua hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semua hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan tersebut terbuka
		6. Dalam Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) mengatur tentang ketentuan bahwa anak-anak dari orang yang tidak patut menerima warisan tetap berhak menerima warisan, tetapi orangtunya (yang tidak patut menerima warisan tersebut) tidak boleh menikmati hasil warisan tersebut.
		Hukum kewarisan bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214.[footnoteRef:76] Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara garis besar tetap berpedoman Hukum Mawaris dan faraid.[footnoteRef:77] Dalam al-Qur’an aturan kewarisan sebagian besar terdapat dalam surat An-Nisa’ [4]: 11-12.  [76:  Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta; 2007)]  [77:   Ditbinbapera, Berbagai Pandangn Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Al-Hikamah, 1993)] 

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ
 فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
 ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ
 أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚفَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن
 لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن
 لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ
 رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ
 فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ 
	Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
		Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.(Q.s al-Qur’an An-Nisa’ ayat 11-12)[footnoteRef:78] [78:  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahanya, (Bandung: SYGMA PUBLISHING, 2011).] 

		Dalam Al-Hadist juga menerangkan terkait beberap hal tentang warisan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra.
	“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagianya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.”[footnoteRef:79] [79:  Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulugul Mahram, (terjemah Moh. Machudin Alidip), (Semarang: PT Toha Putra Semarang t.th)] 

		Dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada beberapa ketentuan hukum mengenai kewarisan, yaitu:
	1.	Hukum Kewarisan 
		 Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing.
	2.	Pewaris 
		Orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
	3. Ahli waris
		Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan pewaris, beraga Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris
	4. Harta peninggalan:
		Suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
	5. Harta warisan:
		Harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah di gunakan untuk keperluann pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
	6. Wasiat:
		Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
	7. hibah:
		Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
	8. Baitul maal:
		 balai harta keagamaan.
		Pasal 172 dan 174 sebab mewarisi hubungan nasab yang disebabkan kelahiran dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:
	a. Karena kekeluargaan (174 a) Menurut hubungan darah:
	1.	Golongan Laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman kakek.
	2. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan saudara perempuan dari nenek.
	b.	Karena pernikahan (Pasal 174 b) Menurut hubungan pernikahan terdiri dari: janda dan duda
	c.	Karena agama Islam (Pasal 172)
	Ringkasan besar bagian warisan
	1. Anak Perempuan 
			Anak perampuan mendpatkan ½. Apabila anak sendiri. Kedua, mendpatkan 2/3 apabila terdapat dua atau lebih. Mereka berbagi rata dari 2/3 tersebut. Ketiga mendpatkan sisa/ashabah bersama dengan anak laki-laki (ashabah bil Ghair)[footnoteRef:80] [80:  http://www.nu.or.id/post/read/87201/tata-cara-pembagian-harta-warisan-dalam-islam] 

		2. Anak Laki-laki
		Laki-laki mendapat sisa dengan sendirinya atau disebut ashabah bi al-Nafs
		3. Suami
		Pertama, suami mendapat bagian ½ apabila ahli waris tidak meninggalkan anak . kedua, suami mendpatkan1/4 apabila pewaris meninggalkan anak
		4. Isrtri
		Pertama, Istri mendpatkan ¼ apabila ahli waris tidak meninggalkan anak kedua, mendpatkan 1/8 apabila ahli waris meninggalkan anak
		5. Ibu
		a.	Pertama,Ibu mendpatkan bagian 1/3 apabila pewaris meninggalkan anak. 
		b.	Kedua, medapatkan 1/6 apabila pewaris meninggalkan anak atau dua saudara atau lebih. Apabila tidak meninggalkan anak namun meninggalkan saudara.
		c. Ketiga, mendaptkan 1/3 sisa (tsulutsul baqi) apabila ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu, dan suami/istri. Pembagian adalah dibagi dulu bagian istri, kemudian sisa di bagi 1/3, kemudian sisanya di berikan kepada ayah.
		6.Bapak
		a.	Pertama. Bapak mendapatkan 1/3 apabila ahli waris tidak meninggalkan anak. b.	Kedua. Bapak mendpatkan 1/6 apabila ahli waris meninggalkan anak. 
		c.	Ketiga. Bapak mendapatkan semua sisa apabila tidak ada ahli waris yang mendapatkan sisa, dan masih ada sisa warisan maka diberikan kepada bapak, namun sebelumnya bapak tetap mendpat bagian zawil furud (ahli waris yang telah mendapatkan bagian yan di tentukan)
		7. Saudari Kandung
		a. Pertama. Saudari kandung mendapatkan bagian waris ½ apabila kalalah dan sendiri.
		b. Kedua. Mendapatkan 2/3 apabila kalalah dan bersama dua orang atau lebih, maka mereka berbagi rata dari 2/3 tersebut, kedua, mendapatkan sisa warisan. Apabila kalalah dan bersama dengan seorang anak perempuan (ashabah maal ghair) atau dia bersama dengan saudara kandung ( ashabah gahir)
			8. Saudara kandung
			Saudara kandung mendapatkan sisa warisan apabila kalalah 
		9.Saudari sebapak
		a. Pertama. Saudara sebapak mendapatkan ½ warisan apabila kalalah dan tidak ada saudari kandung. 
		b. kedua mendapatkan 2/3 apabila kalalah, tidak ada saudarikandung dan saudari sebapak terdiri dari dua orang atau lebih, mereka berbagi rata dari bagian tersebut
		c. Ketiga, mendapatkan sisa warisan apabila kalalah dia, bersama saudara sebapak, dan tidak ada saudara kandung.
		d.	keempat. Tidak mendapatkan warisan apabila ada saudar kandung atau apabila ada dua saudari kandung
		10. saudara/i seibu
		a. pertama, saudara/i seibu mendapatkan 1/6 warisan apabila kalalah dan mereka satu orang.
		b.	kedua mendapatkan 1/3 apabila kalalah dan mereka terdiri dari dua orang atau lebih[footnoteRef:81] [81:  http://www.nu.or.id/post/read/87201/tata-cara-pembagian-harta-warisan-dalam-islam akses 6 september 2021] 

		Halangan memperoleh waris menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di hukum karena:
	a.	Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau mengananiaya berat pewaris,
	b.	Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 Tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 



[bookmark: _Toc82809098]BAB III 
[bookmark: _Toc82809099]HUKUM WARIS ANAK LUAR NIKAH

A. [bookmark: _Toc82809100]Dasar dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hak waris anak luar nikah.
					 Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disebut Undang-Undang Dasar 1945).
					Mahkamah Kosntitusi mempertimbangkan mengenai gugatan Pasal ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memandang ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut (a quo).
					Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat.
			Menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi adalah ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 (Tentang pemerintah daerah) dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007).[footnoteRef:82] Aapakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang tersebut (a quo) yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang,  [82:  file:///C:/Users/ACER/Downloads/jdc-1547005510-51_PUU_XVI_2018] 

					Mahkamah Konstitusi dalam pertimbanganya mengenai pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar pernikahan dipandang tidak tepat dan tidak adil bilamana hukum hanya menetapkan anak yang lahir dari kehamilan karena hubungan seksual di luar pernikahan hanya memiliki status hubungan dengan ibunya saja. Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukuman memebaskan laki-laki yang melakuakan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab sebagai seorang bapaknya dan bersaaman dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Berdasarkan perkembangan teknologi yang ada sangat memungkinkan dapat membukitkan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.
					Akibat dari hukum dari peristiwa hukum kelahiran kehamilan, yang berawal dari hubungan seksual antara seorang perempuan dengan sorang pria adalah  hukum yang terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak ibu dan bapaknya. Terlepas dari soal prosedur/administrasi pernikahannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.
					Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara alamiah anak lahir karena pertemuan anatar ovum dan sperma, baik melalui hubungan seksual maupun karena perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Menurut  Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat dan tidak adil bila mana anak yang di lahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai status biologis dengan ibunya saja dan membebaskan laki-laki yang seharus menjadi bapaknya dan bertanggung jawab kepada anaknnya yang dapat menghilangkan hak-hak anak tersebut dari bapaknmya.[footnoteRef:83] Hubungan antara anak dan bapak tidak semata karena ada iktan pernikahan, akan tetapi juga didasarkan pada adanya hubungan darah antara keduanya. Terlepas dari prosedur administrasi pernikahanya. Jika tidak demikian yang paling dirugikan adalah anak yang dilahirkan tersebut yang menanggug keburukan dari prilaku orang tuanya, padahal anak tersebut tidak berdosa dari kelahiran yang tidak dia harapkan. [83:  https://media.neliti.com/media/publications/107395-ID-prinsip-tanggung-jawab-orangtua-biologis.] 

					Permohonan yang berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) bahwa pernikahan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Tidak dikabulkan. Pertimbangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi, bahwa pencatatan pernikahan tidak berkaitan dengan sah tidaknya pernikahan, faktor yang paling menentukan sah tidaknya pernikahan adalah syarat yang diberikan oleh agama dari masing-masing mempelai, pernikahan wajib di catat  dalam administratif[footnoteRef:84]. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk: [84:  Fadlan armanto, Hukum Perkawinan Di indonesia,  Nuansa Aulia, Bandung, 2009] 

			a. Memberikan keleluwasaan pada negara untuk memberikan perlindungan hukum, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan dan merupakan tanggung jawab negara.
			b. Agar pernikahan sebgai perbuatan hukum di kemudian hari dapat dibuktikan dengan sempurna dengan suatu akta otentik, termasuk hak waris yang timbul dari pernikahan tersebut terselenggara dengan efektif dan efisien
					Mahkamah Konstitusi sebelum melaksanakan sidang ada beberapa pertimbangan yaitu:
			a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo.
			b.	Kedudukan hukum (legal standing) para pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.
					Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi.[footnoteRef:85] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 70,[footnoteRef:86] Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, disebut juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi),[footnoteRef:87] serta pasal 29 ayat (1) huruf a Undag-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut Uundang-Undang Nomor: 48 Tahun. 2009),[footnoteRef:88] kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar1945. [85: https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UU%20no%208%20tahun%202011%20tentang%20perubahan%20atas%20undang%20undang%20no%2024%20%20tentang%20MK. di akses13 september 2021]  [86:  https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/uu_4. akses13 september 2021]  [87: https://www.mkri.id/public/filesimpp/berkas_2140_1799Yayasan%20Bonaparte%20Indonesia. akses13 september 2021]  [88:  https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48. akses13 september 2021] 

					Pertimbanganya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan untuk menguji konstitusional normal Pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo: kewenanganya didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasanya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian pada Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan kontitusionalnya di berikan Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
			a. Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang yang mempunyai kepentingan sama)
			b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang
			c. Badan hukum Publik atau privat, atau
			d. Lembaga Negara
					Sehingga para pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
			a. Kedudukan sebagai para pemohon sebagaimana di maksud Pasal 51 ayat (1)
				Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
			b. Kerugian Hak dan/atau kewenangan konstitusional di berikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang di akibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang mohonkan pengujian.
					Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor: 8 Tahun 2011 yang mejelaskan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dipertegas lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007,[footnoteRef:89] menguraikan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari setiap warga negara termasuk kelompok yang mempunyai kewenangan sama: [89:  https://jdihn.go.id/files/148/putusan_sidang_Putusan%2064-PUU-VIII-2010%20telah%20baca. Akses 13 september 2021] 

			a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
			b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon di anggap merugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
			c. Kerugian kontitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 
			d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian
			e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang diadilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
					Setelah muncul permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusanya Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terkait konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa  pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:
					“Anak yang dilahirkan diluar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “anak yang dilahirkan diluar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta denga laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
B. [bookmark: _Toc82809101]	Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hak waris anak  luar nikah.  
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) 
				Syarat menjadi pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) yaitu:
		a. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek), yaitu untuk dapat menjadi waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar nikah.[footnoteRef:90] Sebagaimana yang diatur dalam pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek), bahwa di mungkinkan menjadi ahli waris pemberian melalui surat wasiat.[footnoteRef:91] [90:  Letezia Tobing, S.H.“Gugatan warisdariahliwaris” 2014]  [91:  . Satrio, “Hukum Waris”, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).] 

		b. Berdasarkan ketentuan pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek), bahwa ahli waris harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disamping oleh pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek), yang menyebutkan bahwa: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan di anggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki.”[footnoteRef:92] [92:  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 1 Pasal 2] 

				  Prinsip pengaturan tentang anak luar nikah dalam hubungan perdata dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh besar dari asas pernikahan monogami ( dimana seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya) yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan asa pengakuan mutlak sebagaimana yang diatur dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) menganut prisip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya.
				Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara dan secara otomatis tidak tercantum nama ayahnya diakta kelahiran dan tentu berdampak tidak mendapatkan “hak waris” dengan tidak tercantumkanya nama ayah tentu akan merugikan anaknya tersebut. Hak Keperdataan itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Surat keterangan waris dapat dibuat dan jika warisan telah terbuka dan dibagi, maka pembagian tersebut sah dan benar menurut Undang undang yang berlaku saat itu sebab seperti yang disampaikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 874 yang menyatakan bahwa segala harta peninggalan yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut Undang-Undang dengan demikian secara otomatis warisan akan dibuka dan dibagi kepada orang yang masih hidup dan memiliki hubungan darah dan wasiat yang telah diambil sebagai sesuatu ketetapan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai tepat yang kemudian berpengaruh terhadap akta pengakuan, akta pengesahan dan akta kelahiran terhadap anak luar nikah yang juga dengan demikian harus memiliki bukti otentik yakni berupa Akta. Karena saat Pernikahan dilaksanakan akan tetapi tidak dicatatkan, menurut Undang Undang Perkawinan, Pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing masing agamanya tetap menjadi pernikahan yang sah akan tetapi dari 15 segi pembuktian secara hukum tidak ada dengan demikian akan berimbas kepada status anak dan status ibu kandung, karena status anak dalam hal ini bisa menjadi anak diluar nikah yang tentu berpengaruh terhadap hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya oleh karena itu pentingnya pencatatan tertib administrasi dengan menerbitkan buku nikah demikian juga apabila status tidak ada hubungan pernikahan maka menyangkut status anak juga harus melalui prosedur administratif jika anak tersebut hendak membuktikan ayah biologisnya, atau ayah biologisnya mengakui anaknya secara sukarela atau ayah dan ibu kandungnya melangsungkan pernikahan setelah itu mencatatkan status anaknya ke buku nikah menjadi anak sah. Dalam rangkaian tersebut tentunya prosedur hukum administratif perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum kepada status keperdataan seorang anak. Terkait dengan seseorang yang menuntut hak warisannya sementara warisan telah terbuka dan dibagi maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) menyatakan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, gugatan bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu,beserta segala penghasilan, pendapatan dang anti rugi, menurut peraturan peraturan yang terdapat dalam bab III mengenai penuntutan kembali hak milik. Sehingga apabila ada orang yang ingin menuntut bagian waris dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tetapi warisan almarhum telah dibagi, maka ia dapat berhak untuk mendapatkan harta warisan. 
				Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII) 2010 merubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi:
		anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan tentang pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan tersebut sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 tersebut. Anak luar nikah yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah, anak-anak yang demikian bisa di akui secara sah oleh ayahnya. (Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) ) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek), yang diatur dalam pasal 288 jo Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) yang dalam keyakinan ilmiah pengelompokannya terdiri dari 3 kelompok yaitu: anak tidak sah, anak zina dan anak sumbang. 
			2. Dalam Hukum Islam 
					Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama maka pernikahannya menjadi tidak sah. Karena pernikahan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak dari pernikahan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibunya. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak.
					 Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan pernikahan yang tidak dicatat. 
					Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainya, pertanggunga jawaban pidana dalam pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seorang tidak dapat menaggung dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra’/17:15; Surat al-An’am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38; 
مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ 
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا
			Artinya :  Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S. al-Isra’ ayat 15)

قُلۡ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡغِي رَبّٗا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيۡءٖۚ وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ
 ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ 

			Artinya:	Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan" (Q.S. al-An’am ayat 164).

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ وَإِن تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ إِلَىٰ حِمۡلِهَا لَا يُحۡمَلۡ مِنۡهُ شَيۡءٞ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰٓۗ 
إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفۡسِهِۦۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ 

			Artinya: 	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu). (Q.S. Fatir Ayat 18).

إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَۚ إِنَّهُۥ 
عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 
			Artinya:	 Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.(Q.S. az-Zumar ayat 7).


أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ 

			Artinya :	 (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, (Q.S. an-Najm ayat 38).

					Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus  diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung.
					 Dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa’ ayat 3
وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ
 فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ 
			Artinya :	 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S. an-Nisa’ ayat 3).


					untuk menaati ulil amri (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri). Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengandung madharat, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madharat, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan.[footnoteRef:93] [93:  https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pencatatan-nikah-sebagai-kewajiban-syariyah-oleh-masrum-m-noor-71] 

				Mengingat negara Indonesia memiliki hukum yang berbeda dengan hukum Islam namun dihadapkan pada kenyataan untuk menjawab pertanyaan tafsiran hukum Islam yang mana yang absah di Indonesia, Bagaimana cara-cara Hakim Mahkamah konstitusi, yang biasanya tidak memiliki latar belakang hukum Islam klasik, hakim melaksanakan tugas sangat berat menengahi perselisihan antar umat Islam dan pemerintah terkait norma hukum Islam yang mana yang harus diakui, diikuti, dan dipaksakan oleh institusi Negara. Hukum Islam dianggap sebagai jurist law karena secara teori dan fakta sejarah, hukum Islam itu dikembangkan dan dijaga oleh para ahli hukum Islam (fukaha) yang independen dari instusi negara. Hal ini berlaku terutama ketika hukum Islam adalah sebuah living law dan tidak ada keraguan terhadap legitimasi para penguasa (imam atau Khalifah) yang memberlakukan hukum.[footnoteRef:94] Payung hukum berlakunya Hukum Islam adalah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991. Melalui intruksi ini telah ditentukan sebgai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukanya dalam menyelesaikan masalah di ketiga bidang hukum yaitu pernikahan, kewarisan dan perwakafan. Selain itu payung hukum pembentukan hukum Islam adalah Surat Keputusan Mentri Agama Nomor: 154 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991. Dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden tersebut meminta kepada seluruh intansi Departemen Agama, termasuk Peradilan Agama di dalamnya dan intansi pemerintah lainya yang terkait agar menyebar luaskan Kompilasi Hukum islam yang di maksud. Landasan hukum Hukum Islam Pasal 27 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.”[footnoteRef:95] Landasan fungsional hukum Islam adalah fikih Indoneisa yang di susun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam di Indonesia. Bukan madzhab baru, tetapi mengarah kepada penanyatuan berbagai pendapat madzhab hukum Islam untuk menyatukan presepsi para hakim tentang Hukum Islam. Untuk menuju kepastian hukum Islam istilah anak luar nikah cenderung disebut anak zina merujuk pada perbuatanya yang di lakukan adalah zina. [94:  Lombardi “state” h.47-48]  [95: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161 akses 13 sepember 2021] 

				Pembagian harta warisan dalam hukum Islam menurut fikih disebut dengan faraid, wiratsah atau al-tirkah. Fikih Kewarisan Islam dalah ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian kewarisannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembagian warisan dalam Hukum Islam, bahwasanya tidak setiap keluarga mendapatkan warisan. Dan tidak setiap orang mendapatkan bagian yang sama  dengan ahli waris lainya, sebagimana telah dijelaskan Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 11,12,17 dan 176 dan beberapa hadist lainya. Yang ringkasanya telah dijelaskan di pembahasan di awal hukum waris..
			Sedangkan untuk anak zina anak yang hubungan nasabnya hanya ikut kepada ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, apa bila yang meninggal adalah ayah zinanya maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak dan mewarisi. Akan tetapi, bila yang meninggal adalah ibunya, maka ia berhak menjadi ahli waris. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat abu daud yang artinya: rasulullah SAW menjadikan hak waris anak li’an (mula’anah) kepada ibu dan ahli waris ibu sesudahnya, dan juga hadist lain yang berbunyi dari Ibnu Umar bahwasanya seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan ia tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW memutuskan perkawinan keduanya dan anaknya dinisabkan pada ibunya. Hubungan waris mewaris anak luar nikah di tegaskan pada pasl 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mereka yang tidak mau mengikuti Hukum Islam dan merasa dirugikan dengan alasan Hak Konstitusionalnya diabaikan dengan diundangkanya Undang-Undang perkawinan terutama pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat (1). Yang justru menimbulkan ketidak pastian hukum yang mengakibatkan kerugian berkaitan dengan status perknikahan dan status hukum anaknya hasil dari pernikahan yang hak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (10 dan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 28 B ayat (1) dan Undang-Udang dasar 1945 tersebut, maka ibu dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukumnya.
			Penambahan pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh Mahakamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitui Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tidak sebatas dengan hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas seperti halnya makna yang melekat pada anak sah. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang  Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian anak luar nikah memuat dua makna yang secara prinsip berbeda:
		a. Anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas, karena pernikahan kedua orang tua tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
		b. Anak yang lahir dari orang tua yang tanpa pernikahan yang sah secara agama atau anak hasil zina.
			Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam pada umumnya, terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah secara agama, Putusan Mahakamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 45/PUU-VIII/2010 sudah tepat dan sesuai dengan hukum Islam. Menurut ketentuan hukum Islam, pernikahan sah apabila syarat dan rukunya telah terpenuhi. Jika pernikahan sah menurut agama Islam, maka segala akibat hukumnya juga sah dan tersebut memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya.
C. [bookmark: _Toc82809102]	Analisis Pengaturan Hak Waris Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk Wetboek) dan Hukum Islam terhadap anak luar nikah.
			Sebelum dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, 
		1. Perbedaan
			a. Menurut hukum waris perdata B.W. (Burgerlijk wetboek)
				anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluar ayahnya dengan catatan bahwa ayahnya tersebut mengakui anak luar nikah tersebut dengan alat bukti yang otentik. Adanya hubungan perdata tersebut ayah dan anak luar nikah memiliki hubungan kewarisan
			b. Menurut hukum waris Islam
					anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya (Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarganya (Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam)
		2. Persamannya
					Hukum waris Islam dan hukum waris perdata mengatakan, anak luar nikah merupakan anak yang lahir dari seorang perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan persetubuhan di luar pernikahan yang sah yang mengakibatkan kehamilan dan lahirnya anak tersebut dari perbuatan tersebut
			Sesudah dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010,
		1.	Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 anak luar nikah yang dimaksud dalam putusan adalah anak luar nikah yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama Islam. Hanya tidak sah karena pernikahan orang tuanya dari anak tersebut tidak tercatat di KUA. Hal ini yang membuat anak tersebut menjadi anak yang tidak sah menurut  norma hukum.
		2.	Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak itu yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan adanya Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Pasal tersebut harus dibaca: Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.	
			Majelis Ulama Indonesia (MUI) Turut memberikan tanggapan untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang ditetapkan di Jakarta 18 Rabi’ul Akhir 1433 H/ 10 Maret 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan Terhadapnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Menjelaskan ketentuan hukum terhadap anak luar nikah sebagai berikut[footnoteRef:96]: [96:  Ronidar sembiring, Op.cit, hal.142] 

		1.	Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran
		2. Anak hasil zina mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya
		3. anak hasil zina tidak menaggung dosa perzinahan yang dilakukan orang yang mengakibatkan kelahiranya.
		4. pezina di kenakan hukum Hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kpentingan menjaga keturunan yang sah (hifz al-nasab);
		5.	Pemerintah berwenang menjatuhakan hukuman Ta’zir kepada lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;
		6.	hukuman sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan nomor 5 bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hububungan nasab anatara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahiranya	
			Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan hukum Islam ada kesesuaian pendapat: 
		a. Tidak adil jika ayah biologisnya yang telah membuat lahirnya si anak luar nikah di bebaskan dari tanggung jawab.
		b. Tidak adil jika anak yang tidak bersalah tidak dilindungi hak-haknya sebagai anak.
		c. Pemerintah wajib menjatuhkan ta’zir atas lelaki pezina yang membuat lahirnya anak dengan mewajibkan:
				a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
			b. memberikan harta setelah dia si laki-laki meninggal memalalui wasiat wajibah.	
			Berdasarkan analisa penulis sependapat dengan yang dilakukan tokoh-tokoh Nahdatul ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi, berpendapat bahwa status anak luar nikah harus dibedakan antara pengertian nikah menurut hukum Islam (nikah sirri) dan hukum Positif (pencatatan di Kantor Urusan Agama). Sangat setuju bila yang dimaksudkan dalam putusan tersebut adalah perihal nikah sirri, tetapi tidak setuju jika yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah dalam kasus perzinahan. Solusi yang diberikan oleh para Tokoh Nahdlatul ulama yaitu:
		1. Untuk kasus nikah sirri yaitu disamakan dengan putusan Makamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, status anak bernasab kepada bapaknya dan ibu serta keluarga keduanya. Agar pernikahan menjadi legal harus mengajukan permohonan istbat nikah kepada Pengadilan Agama, serta bagi pelaku nikah sirri di kenakan sanksi karena tidak mematuhi peraturan Pemerintah.
		2. Untuk kasus perzinahan status anak tetap hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut dikenakan sanksi untuk membiayai kebutuhan hidup anak hingga dewasa, dan memberikan harta melalui wasiat wajibah untuk anak apabila si laki-laki meninggal dunia.[footnoteRef:97] [97:  Kudrat Abdillah, Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah 18 April2016.] 

				Jadi tidak perlu terlalu diperdebatkan hal-hal yang terjadi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan. Tetapi bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah untuk membangun moral bangsa yang kuat. Pemberian kepastian hukum untuk anak luar nikah dengan dikeluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya berupaya untuk meberikan keadilan dan  mencegah kasus-kasus yang sama agar tidak terulang lagi, selain itu untuk memberikan tanggung jawab pada sang ayah biologis terterhadap masadepan  dan nama baik anak luar nikahnya memberikan motivasi/pengetahuan yang baik agar tidak mengikuti perilaku kedua orangtuanya dengan cara menikah sesuai tuntunan Agama dan negara setelah anak tersebut usia, fisik dan mentalnya sudah siap untuk menikah.
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A. [bookmark: _Toc82809105]Kesimpulan
			1. Dasar dikeluarkannya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yaitu Menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3019) Yang menyatakan: “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa yang dimaksud majelis  dengan frasa “anak luar nikah” bukan anak zina melainkan anak hasil nikah yang sah menurut agama namun tidak tercatat di PPN, apa yang diputuskan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sudah benar seusai undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. Ini adalah tentang kasus pernikahan yang tidak tercatat dan dapat diterapkan pada kasus lain sepanjang kasus itu posisinya sama, jika diterapkan pada kasus anak luar nikah menurut hukum Islam atau anak zina maka penerapannya menjadi salah.
		2. Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) terhadap putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tidak ada perubahan karena pengaturan anak luar nikah pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 selaras sejalan dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) bahwa anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan bapak maupun keluarga dari keduanya.  Tinjauan hukum Islam terhadap hak keperdataan yang dimaksudkan hak keperdataan anak adalah waris atas ayahnya, pada putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. dalam konteks pembahasan hukum Islam anak yang berhak menyandang nasab atau garis keturunan hanyalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah (menurut agama). Sedangkan anak luar nikah (tidak sah menurut agama) tetap tidak bisa di sahkan walaupun hal tersebut  dapat di buktikan dengan hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
			Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Dapat dijadikan sebagai penguat kedudukan anak luar nikah (sah menurut agama) pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata B.W. (Burgerlijk wetboek) dan hukum Islam untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak waris terhadap ayah biologisnya karena ada hubungan darah antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya.
B. Saran
		1. Untuk pemuda pemudi yang belum menikah janganlah sampai melakukan sex diluar nikah, hindari tontonan atau kegiatan-kegiatan berbau porno, jagalah kehormatan diri sebaik mungkin karena jika zina itu terjadi selain perbuatan tersebut di benci Allah SWT ada akibat hukum yang sangat merugikan nama baik pun akan menjadi buruk walaupun kita sudah mati.
		2. Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama Islam, hendaknya tidak mengenyampingkan tentang legalitas pernikahan di Kantor Urusan Agama atau sah di mata hukum Negara, karena dampak terhadap anak yang lahir tanpa pencatatan pernikahan yang sah di mata hukum negara akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-haknya.
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AMAR PUTUSAN
[bookmark: _Toc82808329][bookmark: _Toc82809110]Mengadili,
[bookmark: _Toc82808330][bookmark: _Toc82809111] Menyatakan: 
· [bookmark: _Toc82808331][bookmark: _Toc82809112]Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 37 § Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
· [bookmark: _Toc82808332][bookmark: _Toc82809113]Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”
· [bookmark: _Toc82808333][bookmark: _Toc82809114]Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
· [bookmark: _Toc82808334][bookmark: _Toc82809115]Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;   
[bookmark: _Toc82808335][bookmark: _Toc82809116]Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas,
 bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria 
[bookmark: _Toc82808336][bookmark: _Toc82809117]Farida 38 Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
KETUA
ttd.

Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA ANGGOTA
	ttd.	ttd.

          Acmad Sodiki                                                              Maris Farida indrati
	ttd.	ttd.

              Harjono                                                                   Ahmad Fadili Sumadi
	ttd.	ttd.

         Anwar Usman                                                                     Hamdan Zoelva
	ttd. 	ttd.

         M. Akil Mochtar                                                              Muhammad Alim
	6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION)
		Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut:
[bookmark: _Toc82808337][bookmark: _Toc82809118] [6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “… ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 39 membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
[bookmark: _Toc82808338][bookmark: _Toc82809119]Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.
[bookmark: _Toc82808339][bookmark: _Toc82809120] Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundangundangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. 
[bookmark: _Toc82808340][bookmark: _Toc82809121]Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. 
[bookmark: _Toc82808341][bookmark: _Toc82809122]Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena 40 pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa. 
[bookmark: _Toc82808342][bookmark: _Toc82809123][6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh. 
[bookmark: _Toc82808343][bookmark: _Toc82809124]Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.
[bookmark: _Toc82808344][bookmark: _Toc82809125] Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan. 
[bookmark: _Toc82808345][bookmark: _Toc82809126]Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.
[bookmark: _Toc82808346][bookmark: _Toc82809127] [6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
[bookmark: _Toc82808347][bookmark: _Toc82809128]Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan. 
[bookmark: _Toc82808348][bookmark: _Toc82809129]Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. 
[bookmark: _Toc82808349][bookmark: _Toc82809130]Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 42 ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I. 
[bookmark: _Toc82808350][bookmark: _Toc82809131][6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan citacita Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
[bookmark: _Toc82808351][bookmark: _Toc82809132]Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundangundangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 
[bookmark: _Toc82808352][bookmark: _Toc82809133]Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak- 43 anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.
[bookmark: _Toc82808353][bookmark: _Toc82809134] [6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). 
[bookmark: _Toc82808354][bookmark: _Toc82809135]Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya. 
[bookmark: _Toc82808355][bookmark: _Toc82809136][6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga 44 selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. 
[bookmark: _Toc82808356][bookmark: _Toc82809137]Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh 
[bookmark: _Toc82808357][bookmark: _Toc82809138]Tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.
[bookmark: _Toc82808358][bookmark: _Toc82809139] Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya. 
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